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BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa berdasarkar Peraturan Menteri Dalatm Negeri
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007
tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Depa,rtemen Datam Negeri dan Pemerintah
Daerah, maka Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18
Tahun 2Ol5 tentang Pal<aiai Dinas Pegawai Negeri Sipil
dan Tenaga Kontrak/Upah Jasa di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 30
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Luwu Timur Nomor 18 Taiun 2015 tentang Pakaian
Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Upah
Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur,
perlu untuk ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pakaian
Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Konrak/Upah
Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lemba,ran
Negara Republik tndonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambaha! Lembaran Nega,ra Republik Indonesia Nomor
427O)"

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apa,ratur
Sipil Negara {lrmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lemba.ran Nega.ra
Republik Indonesia Nomor 5a9al; fl





3. Undang-Undaig Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembamn Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lemba.ran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa ka.li terakhir
dengan Uodang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lfmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
s679J;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dari Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 144, Tambalan Lembarar Negara Republik
Indonesia Nomor 4450);

5. Peraturan Pemerintal Nomor 53 Taiun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Nega-ra Republik Indonesia Nonor 5135);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2OO7
tentarg Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomar 60 Tahun 2OO7 tentang
Pakaiar Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2013 tentang Pedoman Pakaiar Dinas, Perlengkapan
dar Peralata,n Operasiona.l Satuar Polisi Pamong Praja;

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun
2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintai Daerah Provinsi Selawesi
Selatan {Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Gubemur Sulawesi
Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57
Tahun 2014 tentang Pa.kaian Dinas Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Selawesi
Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
20 15 Nomor 4);

9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Talun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daeral di
Lingkungar Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2015
tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga
Kontrak/Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur Ta-hun 2015 Nomor i8) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 30
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupatiql



Luwu Timur Nomor 18 Talun 2015 tentang Pakaian
Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontral</Upah
Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
{Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2O15
Nomor 30);

11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2015
tentang Ha[i Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungsn
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 28);

MEMUTUSKAN

Menetapkarl PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 18

TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK/TENAGA UPAH
JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketcntuan da.lam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18
Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga
Kontrak/Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 18)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor
30 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur
Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan
Tenaga Kontrak/Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu
Timur (Berita Daeral Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3O)
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ditarnbai 1(satu) ayat, yakni ayat 3, sehingga Pasa.l 2
berbunyi sebagai berikut :

Pasal2

(1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :

a. pakaiar dinas harian meliputi :

1. Pa.kaian Dinas Harian disingkat PDH wama Khaki;
2. Pakajan Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
3. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Batik dan/atau kain

tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah.
4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, celana/rok hitam atau

gelap.
b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;

c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
d. Pakaian Sipil kngkap disingkat PSL;

e. Pakaiar Dinas Upacara disingkat PDU;
f. Pakaian Sipil Lapangan disingkat PDL;
g. Pakaian LINMAS;;
h. Pakaian KORPRI;
i. Pakaian Olalraga;
j. Pakaian Dinas Khusus; dan
k. Pakaian Dinas Pegawai Tenaga Kontra-k/Tenaga Upah Jasa el



(2) Pal<aian Dinas Satuan Polisi Pamong Prqja mengacu kepada
ketentuan Peraturan Perundang-undaagaa.

(3) Pakaiar Dinas Hadan sebagaimana dinaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari :

a. PDH lengan panjang/pendek digunal<an untuk Pejabat Tinggi;
dar

b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dar
Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional.

2. Ketentuan Pasai 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 4

(1) PDH sebagaimana dima-ksud da-la-rn Pasal 2 ayat {1) huruf a, dipakai
dalarm melal<sanal<an tugas sehai-had sesuai ketentuan.

(2) PDH Wama Khaki sebagaimara dimaksud dalam Pasal 2 
^yat 11)

hurufa angka 1 terdiri atas;
a. PDH warna khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan seba€ai

berikut:
1. kemeja lengar panjang/pendek dimasukkar;
2. celana panjang warna Khaki;
3, kerah baju berdiri;
4. saku atas dua;
5. tanda pargkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar

sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup sal<u dada

6ebelah ka,nan;
7. lencana korpri dipasarg di atas saku sebelah kiri;
8. tanda pin melati dipasang di kedua ujung kmh baju;
9. tarda pin phinisi atau pin Sampa-rqiaE di pasarg di sebelah

kanan di atas papan nama;
10. papan nama dengan dasa.r wa.rna hitam dan huruf nama

warna putih dipasang di atas saku kanan;
11. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas larnbang daerah;
12. lambang daerah dipasang di lengan kiri;
13. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang korpri;
14. sepatu tutup warna hitam;
15. tanda lokasi propinsi dipasang di lengar kanan; dan
16. kartu tanda pengenal dipasang di saku scbelah kiri.

b. PDH warrra khaki wanita dengan atribut dan kelengkapan
sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang/pendek dimasukkan;
2. rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju;
3. krah baju berdiri;
4. sal<u atas dua;
5, tanda paogkat sesuai dengan goloogan dengan warna dasar

sesuai wama baju dipasarg di lidah bahu;
6. tanda jabatan struktura.l dipasang di bawah tutup saku dada

sebelah kalan;
7. lencana korpri dipasang (li atas saku sebela,h kiri;
8. tanda pin melati dipasant di kedua ujung krah baju;
9. tanda pin phtnisi atau pin SamparajaE dt pasang di belah

ka;ran di atas papan narnai *l
I



10. papan nama dengaal dasar wama hitam dan huruf nama
wama putih dipasang di atas sal(u kanan;

11. tanda lokasi dipasang di tengan kiri di atas lambang
kabupaten luwu timur;

12. lambang daerah dipasang di tengan kiri;
13. ikat pinggang nilon wama hitam dengan lambang korpri:
14. sepatu tutup wama hitam;
15. tanda lokasi propinsi dipasang di lengan karan; dan
16. ka-rtu tanda pengenal dipasang di saku sebels-h kiri.

c. PDH warna khaki wanita berjilbab dengan atribut dan
kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan pendek/panjang di luar rok;
2. rok parjaltg sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna

baju;
3. krah baju rebah;
4. sal<u atas dua;
5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan wama dasar

sesuai wama baju dipasang di lidah bahu;
6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup sal{u dada

sebelah kanan;
7. lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
9. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah

kanan di atas papan nama;
10. papan nama dengal dasar warna hitam dan huruf nama

wa,rna putih dipasang di atas sa.ku kanan;
11. tanda lokasi dipasa-ng di lengan kiri di atas lambang daemh;
12. lambang daerah dipasang di lengan kiri;
13. kerudung wama khaki polos dimasukkan ke datam baju;
14. sepatu tutup wama hitam;
15. tanda lokasi propinsi dipasang di lengan karan; dan
i6. kartu tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri.

d. PDH wama khaki bagi wanita hamil menyesuaikan.

(3) PDH Camat dan Lura-h sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf a angka 2 terdiri atas:
a. PDH Camat dan Lurah Pria dengan atribut sebagai berikut:

1. kemeja lengan panjang/pendek dimasukkan;
2, celana panjang sesuai wa-rna b4u;
3. krah baju berdiri;
4. saku atas dua;
5. tanda pangkat carnat/lurah sesuai peraturan perundarg-

undangan dengan wama dasar sesuai wa.rna bqju dipaeang di
lidah baiu;

6. tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku
dada sebelah kanan;

7. lencana korpri dipasa,ng di atas sal<u sebelah kiri;
8. tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
9. tanda pin phinisi atau pin SampamjaE dipasarg di sebelah

kanan di atas papan narna; q



10. papan nama dengan dasar wama hitam dan huruf nama
warna putih dipasang di atas saku kanan;

11. tanda lokasi kabupaten dipasarg di lengan kiri di atas daerai;
12. lambang kabupaten dipassrg di lengan kiri;
13. ikat pinggang nilon wama hitam dengan lambang KORPRI;
14. tanda lokasi propinsi dipasang di lengan kanan; dan
15. kartu tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri.

b. PDH Camat dan Lurah Wanita Berjilbab dengan atribut sebagai
berikur:

1. kemeja lengan panjang di luar rok;
2. rok parjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna

baju;
3. krah baju berdiri;
4. sal<u atas dua;
5. tanda pangkat camat/lurah dengar wama dasar sesuai

wama baju dipasang di lidah bahu;
6. tanda jabatan camat/lurai dipasang di bawah tutup sal<u

dada sebelah kanan;
7. lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. tarda pin melati dipasaxg di kedua ujung kmh baju;
9. ta,nda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah

kanan di atas papan najTrai
10. papan nama dengan dasar warna hitam darl huruf nama

warna putih dipasang di atas saku kanan;
11. tanda lokasi kabupaten dipasarg di lengan kiri di atas

lambang kabupaten;
12. lambang kabupaten dipasang di lengan kiri;
13. kerudung warna khaki polos;
I 4, sepatu tutup warna hilam:
15. tanda lokasi propinsi dipasa-ng di lengar kanan; dan
16. ka-rtu tanda pengena.l dipasang di satu sebelal kiri.

c. PDH Camat dan Lurah Walita Tida-k Berjilbab dengan atribut
sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang/pendek di luar rok;
2. rok panjang sampai dengar mata kaki sesuai dengan warna

baju;
3. kmh baju rebah;
4. saku atas dua;
5. tanda pangkat ca,nat/lurah deagal warna dasar sesuai

warna baju dipasang di lidah bahu;
6. tanda jabatan ca-rnat/lurah dipasang di bawah tutup saku

dada sebelah kalalr;
7. lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
9. tanda pin phinisi atau pin Samps,rajaE dipasarg di sebelah

kanan di atas papan nama;
10. papan nama dengal dasar wama hitam dan huruf nama

wa-rna putih dipasa-ng di atas salu kanan:
11. tanda lokasi daerah dipasang di lengan kiri di atas lambang

kabupaten; ql



12. lambarg daerah dipasang di lengar kiri;
13. sepatu tutup wama hitam;
14. tanda lokasi propinsi dipasang di lengar kanan; dan
15. ka-rtu tanda pengenal dipasang di sebetah kiri di bawah

lambing KORPzu.

d. PDH Camat dan Lura-h wanita hamil menyesuaikan.

(4) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 2 ayat (1) huruf a
angka 3 terdiri atas:
a. PDH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

1. baju batik lengan panjang/pendek;
2. kmh baju berdiri;
3. celana panjarg wama gelap;

4. lencana korpri dipasang di atas saku dada sebetah kiri;
5. tanda pin phinisi atau pin Sampa'rajaE di pasang di sebelah

kanan di atas papan narna;
6, papan nama dengan dasar wama hitam dan huruf nama

warna putih dipasang di dada sebelai kanan;
7. tanda jabatan struktural di pasalg di dada sebelah kanan;

8. sepatu tutup warna hitam; dan

9. kartu tanda pengenal dipasarg di sebelah kiri di bawah

tarnbang KORPRI.

b. PDH wanita dengai atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

1. baju batik lengan panjang/pendek;
2. krah traju rebah;
3. rok 15 cm di bawah lutut warna gelap/celana panjang bahan

dasar wama gelaP;

4. lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelai kiri;
5. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah

kanan di atas paPan na!1a;
6. papal nama dengan dasar wama hitam dan huruf nama

wama putih dipasang di dada sebelah kartart;
7. tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
8. sepatu tutup berhak wa-rna hitam; dan
9. kartu tanda pengenal dipasang di sebelah kiri di bawai

lambang KORPRI.

c. PDH Batik wanita trerjiltrab dengan atribut dan keleogkapan
sebagai berikut:
1. baju batik lengan panjang;
2. kah baiu rebah;
3

4
5

6.

7.
8.

9.

rok.panjang sampai dengan mata kal<i wama gelap/celara
panjang bahan dasar wama geJap;
rencana.korpri dipasang di atas sal(u dada sebelah kiri;
l-0" ll" phinisi arau pin SamparajaE dipasang di sebelahkanan di atas papan nama;
papan nama dengan dasar wzwama purih dipasang di d.d. *T: , 

nlt"- dan huruf nama

;T-': i::*m:;l;rJ [lttt *# n* iT H"_
sepatu tutup berhak wama hitam; dan g





10. kartu tanda pengenal dipasang di sebelah kiri di bawah
lambang KORPzu.

d. PDH Batik bagi wanita hamil menyesuaikan.

(5) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (1)
huruf a angka 4 terdiri atas :

a. PDH Kemeja Putih Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai
berikut:
i. baju kemeja putih lengan panjang/pendek di luar celara;
2. km}l baju berdiri;
3. sahu satu di dada kiri;
4. celana panjang warna hitam/gelap;
5. lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
6. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah

kanan di atas papan nama;
7. papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama

wama putih dipasang di dada sebelah kanan;
8. tandajabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
9. kartu tanda pengenal dipasang di saku sebelal kiri di bawah

lambang KORPzu; dan
10. sepatu tutup wa,rna hitam;

b. PDH Kemeja Putih Wanita dengar atribut dan kelengkapan
setragai berikut:

1. Baju kemeja putih lengan panjang/pendek di luar rok/cetana;
2. Rok 15 cm di bawah lutuu
3. krah baju berdiri;
4. saku satu di dada kiri;
5. celara panjang/Rok wa.rna hitam/gelap;
6. lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
7. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelai

kanan di atas papan nama;
8, papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama

wama putih dipasarg di dada sebelah kanan;
9. tandajabata! struktural di pasang di dada sebelah kanan;

10. kartu tarida pengenal dipasarg di siaku sebelah kiri di bawah
lambarg KoRPzu; dan

1 l sepatu tutup warna hitam.

c. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab dengan atribut dan
kelengkapan sebagai berikut:
l. baju kemeja putih tengar paljang/pendek di luar rok/celana;
2. rok panjang sampai dengan mata kaki;
3. krali batu ber(liri;
4. saku satu di dada kiri;
5. celana panjang/rok wama hitam/gelap;
6. lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
7. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah

kanan di atas papan nama;
8. papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama

warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
9. tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kararl: O'41





1O. karhr tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri di bawah
lambang KORPRI;

11. kerudung warna hitam/gelap polos dimasukkan ke dalam
baju; dan

12. sepatu tutup warna hitam.

d. PDH Kemeja Putih bagi wanita hamil menyesuaikan.

3. Ketentuan Pasal 15 diubai, sehingga berbunl sebagai berikut:
Pasai 15

(1) PDH Linmas digunakan pada saat peringatan Had Linmas
dan/atau sesuai ketentuan acara.

(2) PDH Wama Khaki dipakai setiap hari Senin dan Selasa.
(3) PDH Batik dipakai setiap hari Kamis dan Jum'at, serta setiap

tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional, untuk semua
Pegawai Aparatur Sipil Negara

(a) Pakaian Otah Raga dipalai pada kegiatan olah raga setiap hari
Jum'at untuk semua Pegawai.

(5) Pakaian Seragam KORPRI dipakai pada setiap targgal 17 danlatau
pada upacara bulanan, Hari Besar Nasional, Hari Ulang Tahun
KORPRI dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.

(6) Pakaian Dinas Pegawai Tenaga Kontrak/Tenaga Upah Jasa dipakai
setiap hari Senin, Selasa, Rabu.

(7) PDH Kemeja Putih dipakai setiap hari Rabu.

Pasa.l II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur.

ASISTEN

r..:rra dtA,rrr6i r k<FTa,lala!^
qor&g.r. !kdotahx%@^ MU THORIG SLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 22 l'lareL 2016

SEKRSTARIS DAERAH KAE}UPATEN LUWU TIMUR,

ARAF
SEKDA

.L

BAHRI SULI

TEU\H DIPERIKSA

BERITA DAERAH KAE}UPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 NOMOR : Z

Ditetapkan di Ma-lili
pada tanggal 22 natet 2016

BUPATI LTJWU TIMUR,

,




